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KATA PERSEMBAHAN 

Segala puji bagi Allah SWT sang penguasa alam semesta, yang telah memberikan 

kemudahan, kelancaran dan kesehatan, memberikan segala yang dibutuhkan. 

Sholawat dan salam senantiasa ditujukan kepada Rasulullah SAW. 

“Bacalah dengan menyebut nama Tuhan-mu yang menciptakan semua makhluk 

Dia telah menciptakan manusia-manusia dari segumpal darah. Bacalah dan 

Tuhan-mulah yang maha mulia. Yang mengajar manusia dengan pena, yang 

mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.” 

(QS: Al-Alaq: 1-5) 

 

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?” 

(QS: Ar-Rahman: 1-3) 

 

“Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu 

dan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan beberapa derajat....” 

(QS: Al-Mujadilah: 11) 

 

Ya Allah 

Kubersujud dihadap Mu, 

Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai  

Dipenghujung awal perjuanganku 

Segala puji bagi Mu ya Allah, 

 

Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbil‟alamin.... 

Kupanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kesempatan 

untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan segala kekuranganku. Segala syukur ku 

ucapkan kepadaMu karena telah menghadirkan mereka yang selalu memberi 

semangat dan doa disaat kutertatih. KarenaMu lah mereka ada, dan karenaMu lah 

Skripsi ini terselesaikan. Hanya pada-Mu tempatku mengadu dan mengucap 

Syukur. 

Lantunan Al-Fatihah beriring sholawat dalam silahku merintih. Menadahkan doa 

dalam syukur yang tiada terkira. 

Kupersembahkan tulisan ini untuk ... 

Ayah (Kamaruddin), Ibu (Siti Juriah) kedua orangtua yang disepanjang hidupku 

telah memberikan kasih dan sayang yang berlimpah tanpa henti, tanpa 

mengharapkan balasan sedikitpun, namun selalu berusaha mencukupi kebutuhan 

anak-anaknya.   
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ABSTRAK 

Jufri Nasrullah (2022): Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak 

Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Terhadap 

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama 

Bangkinang Kelas IB) 

 Penelitian skripsi ini dilatar belakangi oleh kewajiban pemberian nafkah 

anak pasca perceraian antara kedua orangtua yang sudah resmi bercerai dan  

meniggalkan anak. Akibat dari perceraian itu anak menjadi korban atas 

perselisihan rumah tangga dari orangtuanya, setelah bercerainya orangtua anak 

sudah tidak mendapatkan haknya yang layak baik dari segi lahir maupun batin. 

 Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di 

area putusan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB yaitu di Kecamatan 

Bangkinang Kota. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah1. 

pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB terhadap 

pemenuhan hak anak pasca perceraian 2. tinjauan hukum Islam terhadap 

pemenuhan hak anak pasca perceraian. Adapun subjek dari penelitian ini adalah 

pasangan suami isteri yang telah bercerai dan meninggalkan anak yang berada di 

area putusan Pangadilan Agama Bangkinang Kelas IB. Adapun yang menjadi 

objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan putusan pemenuhan hak anak setelah 

perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB pada tahun 2019. Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua putusan yang telah diputuskan oleh Pengadilan 

Agama Bangkinang Kelas IB pada tahun 2019 terkait hak anak yaitu sebanyak 16 

putusan pasangan suami isteri yang bercerai dan meninggalkan anak. Adapun 

sampel yang penulis ambil adalah 4 putusan dari  total populasi yang berada di 

kecamatan Bangkinang Kota, dalam hal ini penulis menggunakan metode 

Accidental Sampling. Teknik yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data 

adalah melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. 

 Hasil dari penelitian terkait pelaksanaan putusan Pengadilan Agama 

Bangkinang Kelas IB terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian, ketika 

sudah terjadi perceraian antara kedua orangtua, maka kedua orangtua wajib untuk 

memberikan nafkah kepada anaknya terutama ayah, seperti yang sudah 

diputuskan oleh Pengadilan Agama. Didalam hukum Islam sudah di jelaskan 

terkait kewajiban memberikan nafkah baik dalam Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam 

bahwa yang menanggung kewajiban dalam pemberian nafkah terhadap anak 

adalah ayahnya. Tetapi pada keyataannya kewajiban itu malah terabaikan, ada 

yang hanya memberikan sekedarnya saja, bahkan ada yang tidak memberikannya 

sama sekali dengan berbagai alasan. Sedangkan sudah di jelaskan dalam syari‟at 

Islam bahwa seorang ayah wajib memberikan nafkah selagi sehat dari segi fisik 

maupun mental. 

Kata Kunci: Pelaksanaan, Nafkah, Pasca Perceraian 
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KATA PENGANTAR 

ٍِِِاّللَِِِبعِْىِِ ًَ انسّحٍِىِانسّحْ  

Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada 

makhluk-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya. 

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang 

berjudul“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca 

Perceraian (Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama 

Bangkinang Kelas IB)”. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi 

oleh Mahasiswa/I untuk melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana 

Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih ada 

kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan penulis. 

Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, untuk itu penulis 

siap menerima kritikan dan saran dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini 

lebih baik, kerena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Pada kesempatan 

ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah 

membantu penulis dalam skripsi ini: 
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1. Teristimewa untuk kedua orangtua tercinta Kamaruddin dan Siti Juriah 

yang selalu memberikan kasih dan sayang serta mendoakan penulis 

tiada henti-hentinya demi kesuksesan penulis. 

2. Muhammad Naufal, S.I.kom, Rika Silvinas, S.I.Kom dan Nasyrah 

RahmaTillah yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada 

penulis. 

3. Yang terhormat bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor 

UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 

untuk menimba ilmu disini. 

4. Yang terhormat bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas 

Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. H. Erman, M.Ag sebagai Wakil 

Dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Wakil Dekan II, 

dan ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas 

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

5. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA, selaku Ketua Program 

StudiHukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak 

Ahmad Fauzi,SHI.,MA sebagai Sekretaris Program Studi Hukum 

Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

6. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag selaku pembimbing materi dan bapak 

Kamiruddin, M.Ag, selaku pembimbing metodologi yang telah 

meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas 
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dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi 

ini. 

7. Bapak Zulfahmi, M.H, selaku dosen Penasehat Akademis. Terima kasih 

atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah 

banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi. 

8. Seluruh bapak dan ibu Dosen Pengajar yang telah mendidik dan 

membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN SUSKA 

Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus Civitas Akademik Fkultas 

Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk 

penulis yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Teman-teman seperjuangan di Hukum Keluarga Angkatan 2018 Lokal 

A dan Keluarga Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum 

Keluarga Periode 2021/2022 yang telah banyak memberikan ilmu, 

pengalaman dan rasa persaudaraan selama ini. 

10. Kos PJK (Pejabat Kampus) Nurhilal Nazri Arif, Deski Ramadhani, 

Indra Kurniawan, Ibnur Rahmat, Afdhal Arraziq, Abdul Zikri dan 

Muhammad Irgi Sabri harapan penulis semoga teman-teman semua 

menjadi orang yang sukses nantinya dan selalu diberkahi oleh Allah 

SWT segala urusannya. 

Tiada makhluk yang sempurna di dunia ini termasuk penulis yang pastinya tidak 

luput dari khilaf dan salah. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis 

harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga penelitian ini 
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dapat memberikan manfaat dalam pengetahuan dan perkembangan keilmuan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perceraian dalam Islam merupakan sebuah tindakan yang dibenarkan 

oleh agama dalam keadaan darurat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW 

bahwa perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah Thalaq.
1
Dalam 

kalimat lain disebutkan : “Tidak ada sesuatu yang dihalalkan Allah, tetapi 

dibencinya selain dari pada Thalaq” (HR. Abu Dawud ra).
2
 

Diantara masalah yang perlu memperoleh penyelesaian sebagai akibat 

dari putusnya perkawinan karena perceraian salah satunya adalah 

pemenuhan nafkah anak. Sebagai seorang anak yang hadir akibat dari 

sebuah perkawinan maka timbulah kewajiban orangtua terhadap anak 

tersebut. Yakni orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 

dan meskipun orangtua telah berpisah masih tetap berkewajiban untuk 

memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.
3
 

Pergaulan suami dan isteri diletakan di bawah naungan keibuan dan ke 

bapaan, sehingga nantinya dapat menumbuhkan keturunan yang baik 

danhasil yang memuaskan. Peraturan pernikahan semacam inilah yang 

diridhoi oleh Allah SWT dan diabadikan dalam islam untuk selamanya.
4
 

                                                           
 

1
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 8, penerjemah : Moh. Thalib, (Bandung : PT. Al-ma‟arif, 

1997), h. 12. 

 
2
 Ibid., h. 13 

 
3
Siska Lis Sulistiani, Kedudukan hokum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut 

Hukum Positif dan Hukum Islam, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2015), h. 17.   

 
4
 Slamet Abidin dan Aminuddin, fiqh munakahat 1, (Jakarta: PT. Pustaka Setia, 1999), h. 

10. 
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Terciptanya keluarga yang harmonis menjadi keinginan setiap 

manusia, namun tidak semua orang yang bisa mewujudkannya. Konflik 

dalam keluarga dapat disebabkan oleh beberapa hal. Seperti ekonomi, 

lingkungan tempat tinggal, latar belakang keluarga dari pihak pria maupun 

wanita, campur tangan dari ayah atau ibu dan anggota keluarga lainnya, 

adanya gangguan pihak ketiga, serta penyebab lainnya. 

Dalam Islam, perceraian hanya dibenarkan, jika kedua pasangan 

suami isteri telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan 

bantuan dan nasihat yang diperlukan, sehingga tiada lagi ruang bagi kedua 

belah pihak mengatasi permasalahan mereka untuk berdamai. Jika semua 

usaha-usaha ini telah mereka laksanakan, namun rumah tangga mereka 

masih tidak dapat diselamatkan, maka Islam membenarkan pasangan 

tersebut bercerai. Akibat perceraian ini akan berdampak negatif pada 

pasangan suami istri, bahkan terhadap anak yang masih membutuhkan 

orangtuanya. 

Perceraian orangtua mempengaruhi prestasi belajar anak, baik dalam 

bidang studi agama maupun dalam bidang yang lain. Anak-anak yang 

mengalami gangguan emosional dan mental. Anak yang menjadi korban 

perceraian sering kali mengalami masalah prilaku yang kemudian 

berdampak buruk pada kemampuan akademik mereka. Anak tidak akan 

dapat lagi menikmati kasih sayang orangtua secara bersamaan yang sangat 

penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga 

mengakibatkan terlantarnya pengasuhan terhadap anak.  
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang 

menjelaskan tentang hak anak dan kewajiban suami isteri : 

Pasal 30 

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan 

rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. 

 

Pasal 31 

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan 

kedudukan suami dalam kedudukan dalam kehidupan rumah 

tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan 

hukum. 

(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
5
 

 

             Pasal 33 

Suami isteri wajb saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia 

dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. 

 

Pasal 34 

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala 

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuannya. 

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-

masing dapat mengajukan gugtan kepada pengadilan.
6
 

 

Pasal 45 

(1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 

mereka sebaik-baiknya. 

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 

berlaku sampa anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, 

kewajiban mana terus berlaku meskipun perkawinan antara 

kedua orang tua putus.
7
 

 

                                                           
 

5
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam, (Jakarta: Permata press,2003),  h. 87. 

 
6
Ibid., h, 88. 

 
7
Ibid., h, 91. 
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Pada Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami isteri 

pasal 77 ayat (3) yaitu suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan 

memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani 

maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
8
 Pasal 156 point d kompilasi 

hukum Islam yaitu semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi 

tanggung jawab ayah menurut kemampuanya, sekurang-kurangnya sampai 

anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
9
 

Kewajiban menafkahi anak bagi seorang ayah ada batasnya. 

Kewajiban itu gugur apabila anak mencapai usia dewasa. Para imam 

mazhab berbeda pendapat tentang anak yang sudah dewasa, tetapi miskin 

dan tidak mempunyai pekerjaan. Menurut imam Hanafi, nafkah bagi anak 

yang sudah dewasa dan sehat dari orang tuanya menjadi gugur. Tetapi 

nafkah bagi anak perempuan dari orang tuanya tidak menjadi gugur kecuali 

ia sudah menikah. Seperti ini juga pendapat imam Maliki, tetapi ia 

mewajibkan kepada ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak 

perempuannya hingga ia dicampuri oleh suaminya.
10

 

Dasar hukum dari Alqur‟an dalam pemenuhan nafkah anak pasca 

perceraian. Sebagiamana yang di nyatakan pada firman Allah SWT surah al 

- Baqarah ayat 233: 

عَهىَِ َٔ ٌُِّخىِِّانسّضَاعَتَِِۗ ٌْ ِازََادَِاَ ٍْ ًَ ِنِ ٍِ ٍْ ِكَايِهَ ٍِ ٍْ نَ ْٕ ِحَ ٍّ لََدَُْ ْٔ ِاَ ٍَ ندِٰثٌُِسُْضِعْ ٰٕ انْ َٔ ِ۞

ِحضَُاۤزِّ ِلََ ظْعَٓاَِۚ ُٔ ِ ِالَِّ َِفَْطٌ ِحكَُهفُّ ِلََ فِۗ ْٔ عْسُ ًَ ِباِنْ ٍّ حُُٓ َٕ كِعْ َٔ ِ ٍّ ِزِشْلُُٓ ّٗ ِنَ دِ ْٕ نُ ْٕ ًَ ِانْ

                                                           
 

8
Ibid., h, 24. 

 
9
Ibid., h, 48. 

 
10

Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab, 

(Bandung: Hasyimi Press,2004), h. 414. 
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ِ ٍْ ِعَ ِازََادَاِفصَِالَا ٌْ ِ ِفاَ ازِدِِيِثْمُِذٰنكَِِۚ َٕ عَهىَِانْ َٔ ِ ِٖ ندَِ َٕ ِبِ ّٗ ِنّ دٌ ْٕ نُ ْٕ لََِيَ َٔ ِ ندَِْاَ َٕ اندَِةٌِۢبِ َٔ

ِفلَََِ لََدَكُىْ ْٔ ِاَ ا ْْٕٓ ِحعَْخسَْضِعُ ٌْ ِاَ ِازََدْحُّىْ ٌْ اِ َٔ اِۗ ًَ ِٓ ٍْ ِعَهَ ِجُُاَحَ ِفلَََ زٍ ُٔ حشََا َٔ ِ ا ًَ ُُْٓ حسََاضٍِيِّ

ِجُُاَحَِعَهٍَِْ ٌَ ْٕ هُ ًَ اِحعَْ ًَ ِبِ َ
ِاّللَٰ ٌّ اِاَ ْْٕٓ ًُ اعْهَ َٔ ِ َ

احمُّٕاِاّللَٰ َٔ ِ فِۗ ْٔ عْسُ ًَ ٍْخىُِْباِنْ ِاٰحَ ِيّآْ خىُْ ًْ كُىِْاذَِاِظَهّ

ٍْسٌِ  بصَِ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 

kewajiban ayah memberimakan dan pakaian kepada para ibu 

dengan cara ma‟ruf.  Seseorang tidak dibebani melainkan menurut 

kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, 

dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin 

menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika 

kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada 

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang 

patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa 

Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(Al Baqarah : 233).
11

 

 

Ayat di atas menjelaskan bawasanya kewajiban dalam memberikan 

nafkah pada rumah tangga ialah kewajiban dari seorang ayah. 

 Kemudian firman Allah SWT dalam Surat Ath-Thalaq ayat 7 : 

ُْفكِِْ ِِْٔنٍُِ ٍِِْظَعَتٍِِذُ ِِّٖۗيِّ ٍِِْظَعَخِ يَ ِِِّلدُِزََِِٔ ٍْ ِِّٗعَهَ ُْفكِِِْزِشْلُ آِِْفهٍَُْ ًّ ُِِاٰحٰىُِِّيِ
ٌُِِكَُهِّفُِِلََِِِِۗۗاّللَٰ

ِاّللَٰ

ا ُِِظٍَجَْعَمُِِاٰحٰىٓاَِِۗيَآِِْالََِِِّفَْعا
اِعُعْسٍِِبعَْدَِِاّللَٰ   ٌُّعْسا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah 

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah 

tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa 

yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan 

kelapangan sesudah kesempitan.” (Ath – Talaaq ayat : 7)
12

 

 

                                                           
 

11
Dapartemen Agama RI, Al-qur‟an dan Terjemahannya, (Semarang : Cv. Toha Putra, 

2008), h. 53. 

 
12

Ibid., h. 936 
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Rasululllah SAW bersabda dalam Hadistnya: 

 

Rasulullah bersabda: Cukuplah bagi seseorang dari dosa yakni menyia-

nyiakan orang dalam memberi makan.13
 

Dalam suatu perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama 

Bangkinang Kelas IB ada beberapa perkara yang diputuskan oleh 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap akan ada suatu 

permasalahan yang mengenai pemberian nafkah yang biasanya dijatuhkan 

kepada suami yang selaku sebagai kepala keluarga dan yang sering mencari 

nafkah sering sekali adanya kendala yaitu masalah biaya yang diberikan 

setiap bulannya kepada seorang anaknya, dari Pengadilan yang sudah 

menjatuhkan putusan biaya nafkah oleh mantan suami yang kadang 

mengelak tidak mau memberikan nafkahnya. 

Berdasarkan pengamatan (observasi) yang penulis lakukan di 

Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 2019 terdapat 16 perkara 

perceraian yang diterima Pengadilan Agama Bangkinang yang telah 

diputuskan oleh hakim terhadap berapa nafkah anak yang harus di tunaikan 

oleh ayah kepada anak-anaknya.  

                                                           
13

Jalaludin Abdurahman bin Abi Bakar As-Suyuthi, Al jami‟ As sogir, Juz 2, h. 90 
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Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam 

bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM 

TERHADAP PEMENUHAN  HAK ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi 

Kasus Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 

IB)”. 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas serta 

suatu permasalahan yang akan di teliti, maka perlu kiranya membatasi 

masalah yang diteliti agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak 

menyimpang dari topik yang dipersoalkan. Maka penulis memberikan 

pembatasan terhadap tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan 

pemenuhan hak anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang 

Kelas IB  pada tahun 2019. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis 

merumuskan permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 

IB Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca 

Perceraian? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Bangkinang 

Kelas IB terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian. 

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak anak 

pasca perceraian. 

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan referensi tambahan 

bagi para akademis, penulis dan kalangan yang berminat khususnya 

dalam bidang Hukum Islam mengenai pemenuhan hak anak pasca 

perceraian. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai bahan 

masukan pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin 

mengetahui tentang pemenuhan hak anak yang tidak terpenuhi akibat 

perceraian orangtua. 

3. Manfaat Akademis 

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum 

(S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Perceraian 

Perceraian dalam fiqh disebut dengan talak. Talak dari kata “ithlaq”, 

artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak artinya 

melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. 

Melepaskan ikatan perkawinan, artinya membubarkan hubungan suami 

isteri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian.
14

 

Sesungguhnya Islam mengharuskan keberadaan akad pernikahan 

selamanya. Pernikahan dilaksanakan antara suami isteri terus berlangsung 

sehingga maut memisahkan antara mereka berdua. Semakin kuat usaha 

manusia membangun rumah tangganya, semakin mudah menghindari diri 

dari perceraian. Perceraian mendatangkan kemudaratan, sedangkan sesuatu 

yang memudaratkan harus ditinggalkan, meskipun cara meninggalkanya 

senantiasa berdampak buruk bagi yang lainnya. 

Demikian pula dengan perceraian, bukan hanyasuami isteri yang 

menjadi korban, tetapi anak-anak dan keluarga dari kedua belah pihak 

yang awalnya saling bersilaturahmi dengan seketika dapat bercerai-berai.15
 

                                                           
 

14
 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat 2,  (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), h. 55. 

 
15

Ali yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, (Jakarta : 

Amzah, 2012), h.  330. 
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Islam membolehkan adanya perceraian, tapi Allah membenci 

perceraian itu. Itu artinya, bercerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan 

suami isteri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya. Dalam 

surat Al-Baqarah ayat 227 disebutkan
16

: 

ٌِْ اِ ٌِِّانطلََّقَِِعَصَيُٕأَِ ِ َِِفاَ
ٍْعٌِِاّللَٰ ًِ ٍْىٌِِظَ  عَهِ

Artinya : “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka 

sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”(Al-

Baqarah : 227). 

Dalam hukum islam putusnya perkawinan dapat terjadi karena talak 

atau gugatan perceraian. Bentuk-bentuk perceraian adalah talaq, khuluk, 

zihar, lian, syiqaq, dan fasakh. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan dijelaskan menganai putusnya perkawinan pada 

Bab VIII pasal 38 dan 39 
17

:  

a. Pasal 38 

Perkawinan dapat putus karena : 

a. Kematian, 

b. Perceraian dan 

c. Atas keputusan pengadilan. 

b.   Pasal 39 

a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan 

setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. 

                                                           
 

16
 Syaf‟I Abdullah, Fiqih Wanita Lengkap, (Surabaya: Arkola,2002 ), h. 193. 

 
17

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam, (Jakarta :Permata press,2003), h. 89. 
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b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa 

antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami 

isteri. 

c. Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam 

peraturan perundangan itu tersendiri. 

2. Akibat Hukum Perceraian Menurut Undang-Undang 

Setiap putusnya perkawinan memiliki akibat hukum atau 

konsekuensi yang timbul sebagai kewajiban yang harus ditanggung pihak 

yang berperkara dalam putusan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 pasal 41 huruf a dan b tentang perkawinan
18

:  

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana 

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan 

memberi keputusannya ; 

b. Bapak yang bertangungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam 

kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan 

dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut. 

 

Adapun KHI juga menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan 

yaitu Pasal 149. Bilamana perkawinan putus karena talaq, maka bekas 

suami wajib.
19

: 

a. Memberikan mut‟ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa 

uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla aldukhul. 

b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama 

dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba‟in atau nusyuz 

dan dalam keadaan tidak hamil. 

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila 

qobla al dukhul. 

d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum 

mencapai umur 21 tahun. 
 

Selanjutnya juga dijelaskan dalam KHI Pasal 156 tentang akibat dari 

                                                           
 

18
Ibid., h. 90. 

 
19

Ibid., h. 46. 
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putusnya perkawinan karena perceraian ialah 
20

: 

a. Anak yang belum mummayyis berhak mendapatkan hadhanah dan 

ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukanya 

digantikan oleh: 

1. Wanita-wanita garis lurus ke atas dari ibu. 

2. Ayah. 

3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah. 

4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan 

5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. 

b. Anak yang sudah mummayyiz berhak memilih untuk mendapatkan 

hadhanah dari ayah atau ibunya. 

c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin 

keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan 

hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang 

bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah 

kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula. 
d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah 

menurutkemampuanya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut 

dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). 

e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, 

Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a, b, 

dan d. 

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya 

menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-

anak yang tidak turut padanya. 

 

3. Pengertian Nafkah 

Asy-Syaikh Muhammad ibn Qasim al-Gaza dalam kitab Fath al-

Qarib al-Mujib, menjelaskan tentang pengertian nafkah adalah berasal dari 

kata nafaqah yang terambil dari kata infaq. Adapun pengertian infaq ialah 

mengeluarkan, kata infaq ini tidak dipakai kecuali dalam hal kebaikan.
21

 

Lebih rinci Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh al-Islami wa 

Adillatuhu menerangkan bahwa kata nafkah berasal dari kata infaq yang 

artinya mengeluarkan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah nafaqat yang 

                                                           
 

20
Ibid., h. 48. 

21
Asy-Syaikh Muhammad ibn Qasim al-Gaza, Fath al-Qarib al-Mujib, (Semarang: 

Pustaka „Alawiyah), h. 471. 
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secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh 

seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut 

syara‟ adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan 

pakaian dan tempat tinggal.
22

 

Pengertian nafkah yang lain juga disampaikan oleh „Abdurrahmanal-

Jaziri dalam kitabnya Al-Fiqh „ala al-Mazahib al-Arba‟ah mendefinisikan 

nafkah menurut pengertian etimologi adalah mengeluarkan dan pergi. 

Nafkah termasuk dalam pola kata dakhala. Bentuk masdar-nya adalah 

nufuq sama seperti dukhul.Nafaqah adalah isim masdar, jamaknya nafaqat 

dan nifaq, sama seperti samarah dan tsimar. Dijelaskan lebih lanjut bahwa 

nafkah menurut istilah fuqaha adalah beban yang dikeluarkan seseorang 

terhadap orang yang wajib ia nafkahi, berupa roti, lauk pauk, pakaian, 

tempat tinggal dan hal-hal yang terkait dengannya seperti dana untuk air, 

minyak, lampu dan lainnya yang akan dijelaskan berikutnya 
23

 

Amir Syarifuddin menjelaskan dalam bukunya Hukum Perkawinan 

Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang 

Perkawinan bahwa kata nafkah berasal dari kata anfaqa dalam bahasa 

Arab yang secara etimologi mengandung arti naqasa wa qalla yang berarti 

berkurang dan sedikit. Juga berarti fana wa zahaba yang berarti hilang 

atau pergi. Bilaseseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta 

yang dimilikinyamenjadi sedikit karena telah dilenyapkannya atau 

                                                           
22

 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, X:94 
23 ‘Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh „ala al-Mazahib al-Arba‟ah, penerjemah Faisal Saleh 

(Jakarta:  Pustaka Alkautsar), V: 1069 



14 
 

 

dipergikannya untukkepentingan orang lain. Dijelaskan lebih lanjut bahwa 

nafkah itu sendiriberkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk 

non materi, sepertimemuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam 

artian nafkah. Kata yangselama ini digunakan secara tidak tepat untuk 

maksud ini adalah nafkah batinsedangkan dalam bentuk materi disebut 

nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepatnafkah itu tidak ada lahir atau batin, 

yang ada adalah nafkah yang maksudnyakepada hal-hal yang bersifat 

lahiriah atau materi. Yang termasuk dalampengertian nafkah menurut yang 

disepakati ulama adalah belanja untukkeperluan yang mencakup sembilan 

bahan pokok pakaian dan perumahan ataudalam bahasa sehari-hari disebut 

sandang, pangan dan papan. Selain dari tigahal pokok tersebut menjadi 

perbincangan di kalangan ulama.
24

 

4. Dasar Hukum Nafkah 

Dasar hukum yang dimaksud disini yaitu dalil atau hujjah yang 

menunjukkan adanya kewajiban nafkah terhadap anak. Adapun dasar 

hukum tentang eksistensi kewajiban nafkah tersebut terdapat dalam ayat al 

Qur‟an dan juga hadis RasulullahSAW. 

Kewajiban orang tua untuk menafkahi anak, berdasarkan dalil-dalil 

yang terkandung dalam al-Qur‟an dan juga hadis Rasulullah SAW. 

Diantara yaitu sebagai berikut : 

a. Al-qur‟an 

Dasar hukum menetapkan nafkah tercantum dalam beberapa ayat 

                                                           
24

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat 

dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006), h. 165-166 
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Al-Quran yang menjadi dasar hukum nafkah secara umum, dasar 

hukum tersebutmerujuk kepada suami (Ayah).  

1) Surah Al-Baqarah ayat 233 

ٌُِّخىِِّ ٌْ ِاَ ِازََادَ ٍْ ًَ ِنِ ٍِ ٍْ ِكَايِهَ ٍِ ٍْ نَ ْٕ ِحَ ٍّ لََدَُْ ْٔ ِاَ ٍَ ٌِسُْضِعْ ندِٰثُ ٰٕ انْ َٔ ِ ۞

ِحكَُهفُِّ ِلََ فِۗ ْٔ عْسُ ًَ ِباِنْ ٍّ حُُٓ َٕ كِعْ َٔ ِ ٍّ ِزِشْلُُٓ ّٗ ِنَ دِ ْٕ نُ ْٕ ًَ ِانْ عَهىَ َٔ ِ انسّضَاعَتَِۗ

عَهىََِِفَْطٌِ َٔ ِ ِٖ ندَِ َٕ ِبِ ّٗ ِنّ دٌ ْٕ نُ ْٕ ِيَ لََ َٔ ِ ندَِْاَ َٕ اندَِةٌِبِۢ َٔ ِ ِحضَُاۤزّ ِلََ ظْعَٓاَِۚ ُٔ ِ الَِّ

ِفلَََِ زٍ ُٔ حشََا َٔ ِ ا ًَ ُُْٓ ِيِّ ِحسََاضٍ ٍْ ِعَ ِفصَِالَا ِازََادَا ٌْ ِ ِفاَ ِذٰنكَِِۚ ِيِثْمُ ازِدِ َٕ انْ

ِ ا ْْٕٓ ِحعَْخسَْضِعُ ٌْ ِاَ ِازََدْحُّىْ ٌْ اِ َٔ اِۗ ًَ ِٓ ٍْ ِعَهَ ِاذَِاِجُُاَحَ ٍْكُىْ ِعَهَ ِجُُاَحَ ِفلَََ لََدَكُىْ ْٔ اَ

ٍْسٌِ ِبصَِ ٌَ ْٕ هُ ًَ اِحعَْ ًَ َِبِ
ِاّللَٰ ٌّ اِاَ ْْٕٓ ًُ اعْهَ َٔ َِ

احمُّٕاِاّللَٰ َٔ ِ فِۗ ْٔ عْسُ ًَ ٍْخىُِْباِنْ اٰحَ خىُِْيّآِْ ًْ  ظَهّ

 

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 

dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan. Dan kewajiban ayah memberimakan dan 

pakaian kepada para ibu dengan cara ma‟ruf. Seseorang 

tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 

anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 

berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih 

(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. 

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 

maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu 

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat 

apa yang kamu kerjakan.(Al Baqarah : 233).
25

 

 

Ayat di atas menjelaskan bawasanya kewajiban dalam 

memberikan nafkah pada rumah tangga ialah kewajiban dari seorang 

                                                           
 

25
Dapartemen Agama RI, Al-qur‟an dan Terjemahannya, (Semarang : Cv. Toha Putra, 

2008), h. 53. 
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ayah. 

2) Surah At-Thalaq ayat 7 

ُْفكِِْ ِِْٔنٍُِ ٍِِْظَعَتٍِِذُ ِِّٖۗيِّ ٍِِْظَعَخِ يَ ِِِّلدُِزََِِٔ ٍْ ِِّٗعَهَ ُْفكِِِْزِشْلُ آِِْفهٍَُْ ًّ ُِِاٰحٰىُِِّيِ
ٌُِِكَُهِّفُِِلََِِِِۗۗاّللَٰ

ِاّللَٰ

ا ُِِظٍَجَْعَمُِِاٰحٰىٓاَِِۗيَآِِْالََِِِّفَْعا
اِعُعْسٍِِبعَْدَِِاّللَٰ   ٌُّعْسا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya 

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan 

Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada 

seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan 

kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan 

sesudah kesempitan.” (At - Thalaq ayat : 7)
26

 

 

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberikan 

nafkah atau pembelanjaan untuk isterinya, menurut kemampuanya. Jika 

ia orang yang mampu berikanlah menurut kemapuanya. Dan orang yang 

terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka 

yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut 

keterbatasanya. Dalam ayat ini Allah SWT menunjukkan kasih sayang 

dan pengharapan yang tidak putus-putus bagi orang yang beriman. 

Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga di artikan dangan ketakwaan 

kepada Allah SWT. 

b. Hadist. 

Hadist dalam kitab Sahih Al-bukhari 

ٍُِ آدَوُِ حَدّثَُاَ ٍِۡ شُعۡبتَُ، حَدّثَُاَ :إٌِاَضٍِ أبًَِ بۡ ٍِِ عَدِيِِّ عَ عۡجُِ :لاَلَِ ثاَبجٍِِ بۡ ًِ ٍَِ اللَِِ عَبۡدَِ ظَ  بۡ

صَازِيّ، ٌصٌَِدَِ َۡ ٍِۡ الَۡۡ ، يَعۡعُٕدٍِ أبًَِ عَ صَازِيِّ َۡ ٍِِ :فمَهُۡجُِ الَۡۡ ؟ عَ ًِّ ٍِِ :فمَاَلَِ انُبِّ ًِِّ عَ   انُبِّ

فكََِ إذَِا :لاَلَِ َۡ عۡهىُِِ أَ ًُ ِّ، عَهىَ َفَمَتَاِ انۡ هِ ْۡ َِٕ أَ ُْ  صَدَلَت نَُِّ كَاَجَِۡ ٌحَۡخعَِبُٓاَ، َٔ

                                                           
 

26
Ibid., h. 936. 
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Artinya: “Diceritakan dari Adam ibn Abi Iyas dari Syu‟bah dari „Adi 

ibn Sabit dia berkata: Aku mendengar „Abdullah ibn Yazid al-

Anṣari, dari Abi Mas‟ud al-Anṣari, aku berkata, “ dari Nabi 

saw ?” Dia berkata, Dari Nabi saw, beliau bersabda: Apabila 

seorang muslim menafkahkan suatu nafkah kepada 

keluarganya dan dia mengharapkan pahalanya, maka hal itu 

menjadi sedekah baginya.”(H.R. Al-Bukhari. No. 5351)
27

 

 

ِ

Rasulullah bersabda: Cukuplah bagi seseorang dari dosa yakni menyia-

nyiakan orang dalam memberi makan.
28

 

Kemudian dijelaskan juga dalam hadist riwayat Bukhori yang 

artinya sebagai berikut:“Aisyah meriwayatkan bahwa Hindun binti 

Utbah pernah bertanya, Wahai Rasullah, sesungguhnya Abu Sufyan 

adalah orang yang kikir. Ia tidak memberi nafkah kepadaku dan 

anakku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa 

sepengetahuannya. Rasulullah bersabda “ambillah apa yang 

mencukupi untuk keperluan kamu dan anakmu dengan cara yang  

baik.” (H,R Bukhari) 
29

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Muhammad ibn Isma‟il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah al-Bukhari, Sahih al-Bukhari 

(Beirut: Dar al-Fikr, 1994), V: 232. 
28

Jalaludin Abdurahman bin Abi Bakar As-Suyuthi, Al jami‟ As sogir, Juz 2, h. 90 

 

 
29

Abi Al- Hasan Naruddin Muhammad Bin „Abdil Hadi As-Sanad, Shahih Bukhari, 

(Bairut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1998), Cet. 1, Jilid. 1, h.1602 
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5. Macam-Macam Pemberian Nafkah 

Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan 

adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan 

tempat tinggal. Ulama fikih membagi nafkah atas dua macam : 

a. Nafkah Diri Sendiri 

Sesorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah 

kepada orang lain, dengan sabda Rasulullah SAW : 

ءٌِ ًْ ْْهكَِِشَ ِأَ ٍْ ِفضََمَِعَ ٌْ ِ ْْهكَِ،ِفإَ ءٌِفلََِِ ًْ ِفضََمَِشَ ٌْ ِ ٍْٓاَ،ِفإَ ابْدَأِْبُِفَْعِكَِفخَصََدّقِْعَهَ

ْكََرَافهَرِِيِلسََِ َٔ ءٌِفَٓكََرَاِ ًْ ِذِيِلسََابخَكَِِشَ ٍْ ِفضََمَِعَ ٌْ ِ  ابخَكَِ،ِفإَ

Artinya : Gunakanlah ini untuk memenuhi kebutuhanmu dahulu, maka 

bersedekahlah dengannya untuk mencukupi kebutuhan 

dirimu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada keluargamu. 

Jika masih berlebih, berikanlah kepada kerabatmu. Jika 

masih berlebih, berikanlah kepada ini dan itu." (HR 

Muslim).
30

 

 

b. Nafkah Seseorang Terhadap Orang Lain 

Kewajiban nafkah terhadap orang lain, menurut kesepakatan 

ahli fikih, ada dua hal yang menyebabkan terjadinya nafkah : 

1) Hubungan Perkawinan 

 Hubungan perkawinan yaitu suami diwajibkan memberi 

nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat 

tinggal, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing 

dan menurut kemampuan suami. 

2) Hubungan Kekerabatan 

  Hubungan kekerabatan adalah penyebab diwajibkannya 

                                                           
 

30
 Al-Husain ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim, VII: 70-71. 
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bernafkah antara kerabat. Hubungan kekerabatan yang 

mewajibkan bernafkah ada dua macam yakni kekerabatan 

kelahiran kekerabatan antara Ushul dan Furu‟. Maksud Ushul 

disini adalah seluruh orang tua dimulai dari para bapak, ibu, 

kakek, nenek, buyut dan seterusnya ke atas. Maksud Furu‟ disini 

adalah para anak cucu dan seterusnya ke bawah. Sedang yang 

kedua adalah kekerabatan yang bukan keturunan. Menurut 

mazhab hanafi, maksudnya adalah kekerabatan yang di haramkan 

untuk saling menikah, yaitu seluruh muhrim dan mereka disebut 

dengan sisipan. Mereka adalah para saudara (laki-laki atau 

perempuan)  beserta anak-anaknnya, para paman atau para bibi 

(dari bapak dan ibu).
31

 

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh al-Islami wa 

Adillatuhu menjelaskan bahwa hal kekerabatan yang mewajibkan 

nafkah, pendapat para ulama empat mazhab berbeda-beda. Akan 

tetapi, perbedaanitu hanya pada tataran ketat dan longgar dalam 

memandang masalah tersebut sesuai kemaslahatan. Secara urutan, 

mazhab Malikiyyah lebih ketat dalam hal ini, kemudian 

Syafi‟iyyah, Hanafiyyah dan Hanabilah. Berikut adalah pendapat 

ulama empat mazhab, 
32

yaitu : 

a. Menurut mazhab Maliki bahwa nafkah yang wajib itu untuk 

ayah dananak secara langsung. Jadi nafkah itu wajib untuk 

                                                           
 

31
Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, (Surakarta: Era 

Intermedia, 2005), h. 617. 
32

Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, X: 95-97. 
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ayah, ibu, anak laki-laki maupun perempuan. Nafkah tidak 

wajib untuk kakek, nenek dancucu 

b. Menurut mazhab Syafi‟i bahwa kekerabatan yang berhak 

mendapatnafkah adalah kekerabatan kedua orang tua ke atas 

dan kekerabatananak ke bawah. Yang dimaksud orang tua ke 

atas adalah kakek, nenekdan keluarga di atasnya lagi. 

c. Menurut mazhab Hanafi wajib hukumnya memberi nafkah 

kepadakerabat mahram karena pernikahan. Artinya setiap 

orang yang masihterhitung mahram wajib dinafkahi. 

d. Menurut mazhab Hanbali bahwa nafkah hukumnya wajib 

untuk setiapkeluarga dekat yang mendapat warisan, baik 

mendapat bagian tetapmaupun hanya mendapat bagian 

ashabah, usul,furu‟ dan kerabat dekatseperti saudara, paman 

beserta anak-anaknya. 

6. Kadar Ukuran Pemberian Nafkah 

Dalam dalil-dalil yang berkenaan dengan nafkah, tidak ada yang 

menyebutkan secara pasti atau tegas tentang jumlah nafkah yang harus 

dibayar baik batasan secara minimum maupun maksimum. Yang sering 

dijumpai adalah kata – kata al-ma‟ruf untuk menerangkan tentang 

nafkah. 

Dalam hal ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata al- 

ma‟ruf yang ada hubungan dengan nafkah adalah sebagai berikut : 
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Artinya: Ukuran ma‟ruf menurut syara ‟adalah memberi pakaian 

sesuai dengan yang diapakai, dan memberikan makanan 

sesuai dengan yang mereka makan.
33

 

Sedangkan Ali Al-Shabuni memberikan pengertian al-ma‟ruf 

yang berkaitan dengan kewajiban seorang ayah dalam memberikan 

nafkah sebagai berikut : 

 

Artinya:  Nafkah itu diukur sesuai dengan kondisi kemudahan atau 

kesulitan ayah, berdasarkan firman Allah Swt. Allah tidak 

membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kemampuannya.
34

 

Pada dasarnya nominal kadar ukuran pemberian nafkah tidak 

dijelaskan dalam Al-Qur‟an maupun hadits. Didalam Al-Qur‟an dan 

hadits yang sering dijumpai hanya kata Al-ma‟ruf yang menunjukan 

bahwa suami harus memberikan nafkah yang baik kepada istri dan 

anaknya. Sehingga kata Al-ma‟ruf yang masuk dalam kategori „amm 

tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan fuqaha dengan 

                                                           
33

Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlanial-Shan‟ani, Subulal-Salam, Juz III, h. 313. 

34
Muhammad Ali al-Shabuni, Rawa‟ial-Bayanfi Tafsir Ayatal-Ahkam, (Kairo:Darul 

Kutubal-Arabiyah, Cet ke-3,1982), Juz I,h.354-355. 
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alasannya masing-masing. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa 

penyebutan kata al-ma‟ruf yang umum tersebut merupakan upaya menjaga 

arah kebijaksanaan Al-qur‟an dan hadits, sehingga tetap relevan di setiap 

masa dan tempat. Adapun ketentuan kadar ukuran pemberian nafkah juga 

tidak tercantum dalam hukum positif yang ada di Indonesia. 

Ketiadaan ketentuan kadar ukuran pemberian nafkah tersebut 

tentunya sangat mempengaruhi nafkah madiyyah yang belum terbayarkan. 

Sehingga dalam kasus tersebut sangat diperlukan ijtihad atau pengarahan 

akal pikiran oleh para hakim. Meskipun begitu ulama empat madzhab 

telah menawarkan ketentuan kadarnya sesuai dengan ijtihad yang mereka 

lakukan dengan penggalian dalilnya masing-masing. 

Pendapat golongan Syafi‟iyyah dalam menetapkan jumlah nafkah 

bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi sesuai kemampuan. 

Sehingga memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan suami, bagi suami 

yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari 2 mud. Sedangkan bagi 

yang miskin ditetapkan 1 mud dan bagi yang sedang 1 ½ mud.
35

 

Golongan Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah berpendapat 

bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah. Maka mereka 

menyerahkan kepada ijtihad masing-masing hakim didaerahnya, suami 

wajib memberi nafkah kepada istri dan anaknya secukupnya yang meliputi 

makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin 

serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan 
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Abdullah Zaki Alkaf, Terjemah Fiqih Empat Madzhab, (Bandung : Hasyimi, 2013), h. 
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keadaan yang umum. Standar ini berbeda menurut keadaan, dan situasi 

tempat. Mereka menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai 

dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan dengan melihat 

bagaimana keadaan istri maupun anaknya.
36

 

Adapun tidak adanya ketentuan yang pasti mengenai kadar ukuran 

pemberian nafkah, tetapi suami wajib memberi nafkah kepada istri dan 

anak secara al-ma‟ruf. Akan tetapi apabila kemudian tidak melunasinya, 

maka nafkah menjadi hutang yang harus dipertanggung jawabkannya. 

Hutang dalam hal ini sama dengan hutang piutang lainnya yang sah, yang 

tidak akan gugur dari tanggung jawabnya, kecuali kalau dilunasi atau 

dibebaskan. 

7. Batas Usia Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian 

Dampak perceraian memang sangat luas, terlebih bagi pasangan 

yang sudah dikaruniai anak. Adakalanya, pasca perceraian, ketika hak asuh 

anak jatuh pada sang ibu, ayah lantas begitu saja meninggalkannya tanpa 

memberi nafkahnya lagi, terutama untuk anaknya yang notabene meskipun 

sudah bercerai dan hak asuh anak jatuh pada mantan istri, tetap saja sang 

ayah mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah bagi anak-anaknya.
37

 

Dalam Al-Quran dan Hadits tidak diterangkan dengan tegas masa 

berakhirnya memberikan nafkah anak setelah terjadinya perceraian, hanya 

ada isyarat-isyarat ayat yang menjelaskan terhadap hal itu. Oleh karena itu 
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para ulama berijtihad sendiri dalam menentukan batas usia pemberian 

nafkah anak dengan pedoman isyarat-isyarat ayat tersebut. 

Dalam hal ini terdapat beberapa hal perbedaan di antara imam 

madzhab, dan untuk lebih jelasnya dibawah ini dikemukakan beberapa 

pendapat dalam batasan mendapatkan hak nafkah anak 
38

: 

a. Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa masa asuh anak, hingga anak 

tidak membutuhkan bantuan ibunya yang artinya ia mengurus sendiri 

keperluan makan, minum, pakaian, dan bersuci yaitu kira-kira usia 

anak sampai dengan 7 tahun dan menurut sebagian lainnya ada juga yang 

berpendapat pada usia 9 tahun. 

b. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa masa pemberian nafkah kepada 

anak yaitu sejak anak lahir sampai dewasa. Ibulah yang berhak untuk 

mengasuhnya akan tetapi mengenai biaya nafkahnya tetap kewajiban 

seorang ayah. 

c. Ulama Syafi‟iyyah berpendapat tidak ada batas waktu dalam hal 

pengasuhan. Sesungguhnya anak kecil berhak untuk memilih antara 

ayah dan ibunya, dan siapa yang dipilih olehnya dialah yang berhak 

atasnya. 

d. Ulama Hanbalilah mengatakan bahwa masa hak nafkah terhadap anak 

baik laki-laki maupun perempuan adalah 7 tahun. Tetapi jika anak 

sudah mencapai usia 7 tahun dan kedua orang tuanya sepakat agar 
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salah satu dari mereka yang mengasuhnya, maka dibolehkan. Dan jika 

keduanya berselisih maka anak disuruh memilih. 

Kewajiban menafkahi anak bagi seorang ayah ada batasnya. 

Kewajiban itu gugur apabila anak mencapai usia dewasa. Para Imam 

Madzhab berbeda pendapat tentang anak yang sudah dewasa, tetapi miskin 

dan tidak mempunyai pekerjaan. 

Menurut Imam Hanafi, nafkah bagi anak yang sudah dewasa dan 

sehat dari orang tuanya menjadi gugur. Tetapi nafkah bagi anak 

perempuan dari orang tuanya tidak menjadi gugur kecuali ia sudah 

menikah. Seperti ini juga pendapat Imam Maliki, tetapi ia mewajibkan 

kepada ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuannya 

hingga ia dicampuri oleh suaminya.
39

 

Menurut Kompilasi Hukum Islam, batas waktu pemberian nafkah 

adalah sehingga anak itu berusia 21 tahun seperti yang dijelaskan pada 

pasal 156 huruf (d) tentang akibat perceraian, bahwa semua biaya hadanah 

dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, 

sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus 

sendiri (21 tahun). 

8. Kewajiban Orang Tua 

a. Pengertian orang tua  

Orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra 
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putrinya.
40

Merupakan pimpinan dalam rumah tangga atau keluarga dan 

sangat menentukan terhadap baik buruknya kehidupan itu di masa yang 

akan datang. Menurutkamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwa 

orangtua adalah ayah, ibu kandung (orang-orangtua) orang yang di 

anggap tua (cerdik, pandai, ahli dan sebagainya). Orangyang di hormati 

dan di segani dikampung. 

b. Kewajiban orang tua  

Pasca perceraian hal yang paling rentan terjadi adalah problem 

anak, karena akan menjadi korban dan anak tidak dapat berkumpul 

kembali bersama kedua orangtuanya, dan akan membuat perkembangan 

anak terganggu jika salah satu dari mereka (orang tua) tidak memenuhi 

kewajiban. Dimana kewajiban seorang ibu adalah memberikan 

pengetahuan, pendidikan, bimbingan dan dakwah kepada anak agar 

menjadi manusia bertaqwa, beriman kepada Allah SWT. Dan tugas dari 

ayah selain mendidik, yang paling utama adalah memberikan nafkah 

(kebutuhan makanan, pakaian, biaya pendidikan dan kesehatan sampai 

anak mampu mencari nafkah sendiri). Kewajiban memberikan nafkah 

kepada kedua orangtua dan anak- anak telah di tetapkan berdasarkan 

alkitab, sunnah dan ijma. 

c. Dasar hukum kewajiban orang tua. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf 

a dan b tentang perkawinan terhadap kewajiban orangtua kepada anak 
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yang ditinggalkan
41

: 

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, 

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, 

Pengadilan memberi keputusannya ; 

b. Bapak yang bertangungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam 

kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan 

dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut. 

 

Selanjutnya dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 

156 tentang kewajiban orang tua terhadap anak yang ditinggalkan 

akibat perceraian
42

: 

a. Anak yang belum mummayyis berhak mendapatkan hadhanah dan 

ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka 

kedudukanya digantikan oleh :  

1. Wanita-wanita garis lurus ke atas dari ibu. 

2. Ayah. 

3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah. 

4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan 

5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari 

ayah. 

b. Anak yang sudah mummayyiz berhak memilih untuk mendapatkan 

hadhanah dari ayah atau ibunya. 

c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin 

keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan 

hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang 

bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak 

hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula. 
d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab 

ayah menurut kemampuanya, sekurang-kurangnya sampai anak 

tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). 

e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, 

Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a, b, 

dan d. 

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya 

menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan 

anak-anak yang tidak turut padanya. 
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B. Tinjauan Pustaka 

Telaah pustaka merupakan uraian penjelasan mengenai hasil-hasil dari 

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan 

memeiliki kerterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Pembahasan mengenai Nafkah Pasca Perceraian telah banyak dilakukan 

oleh berbagai aspek yang diteliti oleh peneliti terdahulu atau sebelumnya, 

berikut beberapa penelitian yang dijumpai oleh penulis berbagai persamaaan 

dan perbedaannya adalah sebagai berikut: 

Pertama, Skripsi Ade Ilma Auliana (2018) UIN Alaudin Makassar, 

dengan penelitian yang berjudul “Pemberian Nafkah Iddah dan Mut‟ah pada 

perkara Cerai Talak. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama 

membahas terkait pemberian Nafkah Pasca Perceraian. Dan perbedaannya 

adalah penelitian ini mengkaji masalah nafkah iddah dan mut‟ahnya mantan 

isteri. 

Kedua, Skripsi Okta Vina Abri Yanti (2017) IAN Metro, dengan 

penelitian yang berjudul “Hak Nafkah Istri dan Anak yang dilalaikan Suami 

Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”. 

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas 

mengenai nafkah yang diberikan kepada anak tetapi perbedaannya dalam 

penelitian ini lebih terfokus kepada hak dan kewajiban antara suami dan isteri 

dalam hal pemberian nafkah. 
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Ketiga, Skripsi Ain Atiqah Binti Razak (2018) UIN SUSKA Riau, 

dengan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Nafkah Keluarga Ditanggung 

oleh Isteri Menurut Hukum Islam”. 

Persamaan penelitian dengan penelitian penulis adalah penelitian ini 

sama-sama membahas tentang Nafkah. Dan perbedaannya ialah bahwa 

penelitian ini mengkaji masalah nafkah keluarga yang ditanggung oleh 

seorang isteri. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang 

dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula 

disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang 

berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau 

dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan 

sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud 

untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, 

setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada 

identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. 

B. Lokasi Penelitian 

Pemeriksaan ini dilakukan di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB 

yang beralamat di Jalan Sudirman NO. 99, Kelurahan Langgini, Kecamatan 

Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Kode Pos 28412.   

C. Subjek dan Objek Penilitian 

1. Subjek penelitian adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai dan 

berada di area putusan Pangadilan Agama Bangkinang  Kelas IB. 

2. Objek penelitian adalah topik permasalahan yang dikaji dalam sebuah 

penelitian. Dalam hal ini yang menjadi sebuah objek penelitian penulis 

yaitu pelaksanaan putusan pemenuhan hak anak setelah perceraian di 

Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB pada tahun 2019. 



31 
 

 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi, yaitu totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki 

karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti.
43

Pada peneltian 

ini yang menjadi populasi adalah semua putusan yang telah diputuskan oleh 

Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB pada tahun 2019 terkait hak anak 

yaitu sebanyak 16 putusan pasangan suami isteri yang bercerai dan 

meninggalkan anak. 

Sampel, yaitu bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara 

tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang 

dianggap bisa mewakili populasi.
44

Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode Accidental Sampling dengan mengambil 4 putusan 

atau 8 pasangan suami isteri dari total populasiyang berada di Kecamatan 

Bangkinang Kota. 

E. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait 

dengan permasalahan yang akan dibahas.
45

 Dalam hal ini adalah 

suami isteri yang telah bercerai pada tahun 2019 dan meninggalkan 

anak dengan metode observasi dan wawancara. Dan salinan putusan 
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M. Iqbal Hasan, M. M., Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya, 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 58. 
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Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2006), h. 30. 
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perceraian terkait nafkah anak pada tahun 2019 di Pengadilan Agama 

Bangkinang Kelas IB. 

b. Data Sekunder 

Data ini penulis peroleh secara tidak langsung, yakni melalui orang 

lain atau mencari melalui dokumen. Dalam hal ini berupa kitab-kitab 

fiqih, dokumen, buku-buku, undang-undang ataupun literatur-literatur 

yang terkait dengan objek penelitian. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi: yaitu penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi 

penelitian untuk melihat bukti yang jelas tentang apa yang terjadi di 

lapangan yang sebenarnya. 

b. Wawancara; yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung 

kepada pasangan suami isteri yang sudah bercerai. 

c. Dokumentasi; yaitu data ini penulis ambil dari Pengadilan Agama 

Bangkinang Kelas IB berupa dokumen yang telah berkekuatan Hukum 

yaitu putusan perkara terkait nafkah anak setelah perceraian orangtua. 

d. Studi pustaka; yaitu data ini penulis peroleh dari berbagai literatur dalam 

bidang nafkah terutama bagian pembahasan tentang pelaksanaan 

pemberian nafkah anak pasca perceraian. Dan tinjauan Hukum Islam 

terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian yang diperoleh dari 

buku, kitab, dokumen, journal dan lain sebagainya. 
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G. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan penelitian kualitatif, yaitu penelitian 

yang bersifat deskriptif  dan cendrung menggunakan analisis. Proses dan 

makna (prespektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. 

Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai 

dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk 

memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan 

pembahasan hasil penelitian. 

H. Teknik Penulisan 

Setelah semua data terkumpul, maka langkah yang ditempuh 

selanjutnya yaitu menganalisa data-data yang ditemukan. Adapun dalam 

menganalisis data yaitu dengan menggunakan metode deskriptif deduktif. 

Sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang akurat, teratur, dan tersusun 

rapi dalam bentuk tulisan sebagaimana yang diharapkan penulis. 

I. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan 

gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis 

menyusun sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan, Bab ini mencakuplatar belakang masalah yang 

memaparkan tentang alasan yang mendasari penelitian ini 

dilakukan. Dilanjutkan dengan batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian,  

BAB II: Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka, Bab ini mencakup 
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pengertian perceraian, akibat hukum perceraian menurut undang-

undang, pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, macam-macam 

pemberian nafkah, kadar nafkah, nafkah pasca perceraian, 

kewajiban orang tua dan Tinjauan Pustaka terkait penelitian 

terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian penulis. 

BAB III: Metode Penelitian, Bab ini mencakup dari jenis penelitian, lokasi 

penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, 

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

teknik penulisan serta sistematika penulisan. 

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan, Pada bab ini menjelaskan 

gambaran umum lokasi penelitian, pelaksanaan putusan 

Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB tentang pemenuhan hak 

anak pasca percerian serta tinjauan hukum Islam terhadap 

pemenuhan hak anak setelah perceraian. 

BAB V: Penutup, Bab ini berisi tantang kesimpulan dan saran. Selanjutnya 

diikuti daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam 

pembahasan ini dan juga beberapa lampiran. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah di uraikan tersebut, baik 

secara teoritis maupun hasil penelitian lapangan. Tentang permasalahan 

pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang terhadap pemenuhan 

hak anak pasca perceraian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang tentang 

pemberian nafkah anak pasca perceraian yang terjadi di lapangan tidak 

sesuai dengan apa yang sudah di tetapkan oleh hakim lewat putusan nya 

yang mana ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak nya 

namun pada kenyataan nya yang banyak berperan dalam menafkahi anak 

adalah ibu yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. 

Ayah hanya sekedarnya saja dalam memberikan nafkah terhadap anak nya, 

ada juga memberikan nafkah tidak sepenuh nya dan bahkan ada yang tidak 

sama sekali memberikan nafkah kepada anak nya. 

2. Dalam hukum Islam pelaksanaan pemberian nafkah anak setelah terjadi 

nya perceraian adalah wajib bagi ayah dan tidak ada alasan untuk tidak 

menunaikan kewajiban nya untuk memberikan nafkah untuk anaknya 

selagi ia (ayah) masih sehat secara fisik maupun mental untuk bekerja. 

Bagaimanapun keadaannya ayah wajib memikul tanggung jawabnya 

memberi nafkah, kecuali secara fisik tidak memungkinkan untuk bekerja. 
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B. Saran 

1. Kapada pasangan suami isteri yang sudah menikah agar lebih tepat dalam 

mengambil kebijakan ketika terjadi nya perselisihan dalam rumah tangga 

karna kalau sudah terjadinya perceraian akan banyak menimbulkan 

dampak yang buruk salah satunya adalah anak yang menjadi korban dari 

dampak perceraian tersebut. 

2. Kepada orangtua yang sudah bercerai agar tidak melalaikan tanggung 

jawab nya akan anak yang telah ditinggalkan terutama bagi ayah, karna 

bagaimana pun tanggung jawab ayah sangat berpengaruh untuk tumbuh 

kembang anak kedepannya, karna pada dasarnya tidak ada istilah mantan 

anak begitu juga dengan orangtua, tidak ada istilah mantan orangtua. 
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